ABSTRAK

Sifa Mulya Nurani. (2026). Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perspektif Siyasah Tasyri’iyyah dan
Magasid al-Syari"ah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.

Penelitian ini berangkat dari persoalan empiris setelah berlakunya Undang-
Undang No. 16 Tahun 2019, yaitu kenaikan batas usia perkawinan menjadi
sembilan belas tahun yang justru diikuti lonjakan permohonan dispensasi kawin di
wilayah PTA DKI Jakarta. Keadaan ini memperlihatkan kesenjangan antara tujuan
regulasi untuk melindungi anak dan kenyataan pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi norma batas usia tersebut
sebagai produk siyasah tasyri‘iyyah, bekerjanya sistem hukum dalam penanganan
dispensasi kawin, pertimbangan maslahah hakim yang dinilai dengan magqasid al-
syart ah sebagai tolok ukur, serta pola penemuan hukum hakim dalam menafsirkan
klausul “alasan sangat mendesak”.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan siyasah tasyri‘iyyah Sebagai
grand theory, teori sistem hukum sebagai middle range theory, serta maslahah dan
ijtihad fi manat al-hukm sebagai applied theory, dengan magasid al-syari ah (hifz
al-din, al-nafs, al-"aql, al-nasl, dan al-mal) sebagai tolok ukur.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis
normatif dan metode deskriptif-analitis. Data berupa peraturan dan putusan sebagai
bahan hukum, dilengkapi wawancara hakim sebagai data penunjang, dan dianalisis
dengan model Miles dan Huberman.

Penelitian ini menemukan empat hal. (1) konstruksi norma batas usia
sembilan belas tahun sah sebagai kebijakan zanzim yang tidak bertentangan dengan
nash, tetapi masih berkarakter lex imperfecta dan multitafsir. (2) norma tersebut
belum efektif karena struktur pengadilan cenderung bekerja sebatas pemenuhan
syarat administratif. (3) sebagian besar hakim mengutamakan maslahah juz'iyyah
untuk menutup aib dan mengesampingkan maslahah Kulliyyah berupa perlindungan
jangka panjang anak. (4) pola penemuan hukum hakim masih didominasi penalaran
tekstual sehingga penafsirannya cenderung permisif.



ABSTRACT

Sifa Mulya Nurani. (2026). The Minimum Legal Age for Marriage Under
Law No. 16 of 2019 concerning Marriage From a Siyasah Tasyri'iyyah and
Magqasid al-Syart ah Perspective at the Religious Courts within the Jurisdiction of
the Jakarta High Religious Court.

This study departs from an empirical problem that emerged after the
enactment of Law No. 16 of 2019, namely the raising of the minimum marriage age
to nineteen years, which was instead followed by a surge in marriage-dispensation
requests within the jurisdiction of the Jakarta High Religious Court (PTA DKI
Jakarta). This situation reveals a gap between the regulation’s aim of protecting
children and the reality of its implementation.

This study aims to analyze: (1) the construction of that age-limit norm as a
product of siyasah tasyri iyyah; (2) the functioning of the legal system in handling
marriage dispensations; (3) judges’ maslahah considerations as assessed against
magqasid al-syari ah as the benchmark; and (4) judges’ patterns of legal reasoning
in interpreting the clause “compelling urgent reasons.”

Theoretically, this study employs siyasah tasyri‘iyyah as the grand theory,
legal-system theory as the middle range theory, and maslahah and ijtihad fi manat
al-hukm as the applied theory, with maqasid al-syari ah (hifz al-din, al-nafs, al-
“aqgl, al-nasl, and al-mal) as the benchmark.

This is qualitative research using a normative juridical approach and a
descriptive-analytical method. The data consist of regulations and court decisions
as legal materials, supplemented by judge interviews as supporting data, and were
analyzed using the Miles and Huberman model.

This study found four things. (1) the construction of the nineteen-year age-
limit norm is valid as a tanzim policy that does not conflict with the nash, but it still
has the character of lex imperfecta and is open to multiple interpretations. (2) the
norm is not yet effective because the court structure tends to operate merely to fulfill
administrative requirements. (3) most judges prioritize maslahah juz’iyyah to
conceal disgrace (aib) and set aside maslahah kulliyyah in the form of the long-
term protection of the child. (4) judges’ pattern of legal reasoning is still dominated
by textual reasoning, so that their interpretations tend to be permissive.
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